
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

merupakan salah satu pajak daerah dan perlu dibuatkan

aturannya;

b. bahwa aturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan dibuat untuk meningkatkan pelayanan

perpajakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Kota Sawahlunto tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /
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Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3423);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang

Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 4844);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan

Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5179);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Sawahlunto

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 9

Seri E.1);

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor

16);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 5);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi

seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;

4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

7. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau

Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
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langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,

Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,

Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga

dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap;

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

selanjutnya disingkat PBB – P2 adalah pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan;

10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan

perairan pedalaman serta laut wilayah kota;

11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

pedalaman dan/atau laut;

12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual

beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan

baru, atau NJOP pengganti

13. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya

disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi

dan/atau bangunan yang tidak kena pajak;

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan

Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi


